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Kami memahami, tidak semua orang orang memiliki kesempatan untuk me
pendukung dari ICIJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan kan
anda akan menjadi bagian dari miskmi untuk membuat Indonesia memiliki siste
hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga di Indonesia
membedag bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelaminga

usul, dan kebangsaan.
Hanya dengan 15 ribupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan menduk
ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia menjadi lebi

transparan, dan akuntabel

Klik taut berikut inibit.ly/15untukkeadilan



http://bit.ly/15untukkeadilan
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1. Pengantar

Perjuangan mengakhiri pidana mati di Indonesia nampaknya masih panjang dan akan terus
berlanjut. Dengan berbagai komitmen yang sudah dilontarkan Indonesia dalam berbagai
forum Internasional tidak membuat Indonesia segera menghapuskan pidana mati. Kendati
Indonesia telah mengambil keputusan mendukung/support rekomendasi dari Austria, Italia
dan Namibia dalamUniversal Periodic ReviewJPR 2017 untuk mempertimbangkan
pemberlakuan moratorium hukuman mati hingga mengambil langkah untuk menghapus
hukuman matf, nyatanya dalam tingkat praktik pidana mati masih terus dilakukan. Tuntutan
dan Putusan pidana mati masih terjadi di Indonesia, bahkend penuntutan dan putusan
pidana mati untuk warga negara asing juga masih terus terfaiam hukum hak asasi
manusa internasional, pemberlakuan pidana mati hanya ditujukan kepada perbuatan yang
digolongkan sebagdine most serious crimeSelain ituputusan pidana mati tersebut harus

hadir dari peradilan dengan standar tinggi, adil dan imparsial

Komitmen moratorium pidana mati yang sudah dinyatakan oleh Indonesia sebenarnya dapat
dibuktikan dengan langkah nyata lewat reform&sbijakan pidanaPada 2018, Indonesia
membahas secara serius beberapa rancangan udadgng yang juga menimbulkan
perdebatan tentang pidana mati, yaitRUU Perubahan UUerorisme yang disahkan pada
Mei 2018 dan Rancangan Kitab Undamglang Hukum Pidana (RKUHP) yang hingga saat ini
masih dibahas di DPR. Atith menghapus pidana matindangUndang Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undandang Nomor 15 Tahun 2003
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Untlamadging Nomor 1 Tahun 2002
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorismajadi UndangJndangjustru kembali

mengatur pidana masebagai salaBatuhukuman untuk tindak pidana terorisme.

Grafik penggunaan pidana mati di Indonesia masih terus menanjak baik seperti yang telah
dijelaskan di atas soal kebijakan, regulasi dan juga soal préeiklasarkan data yang
dihimpun dari berlagai sumber, mulai dari tuntutan, putusan hakim penelusuran rsiste
informasi perkara di Pengadilan di seluruh Indonesiamarelusuran informasrang diolah

ICJR per Juli 2018, ditemukan balsgpanjang 20 tahun reformasi (192818) terdapat

393 kasuspidana mati di Indonesia baik dalam tuntutan jaksa dan/atau putusan

hakim.Pemerintahan Presiden Joko Widodo tercatat sebagai pemerintahan dengan jumlah

! Human Rights CounciReport of the Working Group on the Universal Periodic Review: Indonesia
(A/HRC/36/7/Add.1) dalam Adhigama A. Budiman, dkk. Menyiasati Eksekusi dalam Ketidakpastian:
Melihat Kebijakan Hukuman Mati 2017Iddonesia Jakarta: ICJR, Okt 2017, him. 12



tuntutan mati paling banyak, yaitu 181 perkadengan jumlah terbanyak pada tahun 2015
sebanyak 84 kas dituntut dengan pidana mati. Dari tuntutan tersebut, 103 Kasus

diantaranya diputus Pidana Mati oleh Hakim.

Sepanjang masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, 18 orang telah dieksekusi mati dalam
3 gelombang selama hampir 4 tahun pemerintahannya (b8ala 2015, 29 April 2015, dan
26 Juli 2016).

Saat ini, Indonesia adalah 1 dari hanya 53 negara yang masih mengatur pidana mati sebagai
hukuman dalam sistem peradilan pidanafy#donesia juga tercatat sebagai 1 dari 33
negara/teritori di dunia yang masimemberlakukan pidana mati sebagai hukuman bagi
tindak pidana narkotika Sedangkan total negara yang telah menghapus pidan mati dalam

hukum dan praktik telah mencapai 142 negara.

Sebagai catatarpemerintah Indonesiagaat initengah menggodok KUHP bayangedang

dibahas di DPRlalam rancangan tersebutJA Rl y I YF GA RAIF GdzNJ aSo6F 3 A
untuk mengkompromikan golongan retentionist dan abolitionist, namun jika dilihat lebih

jauh, rumusan yang diberikan hanya sebuah konsep yang diragukan akan mengurangi
praktik pidana mati, rumusan tindak pidanesih dengan mudah memasukkan pidana mati

sebagai hukuman.

Komitmen Indonesia lainnya dalam UPR 2017 adalah mengenai dukungan Indonesia untuk
menjaminhak atas peradilan yang adil dan hak atas akses upaya hukum bagi orang yang
sedang dituntut hukuman niaatau tervonis matf. Indonesia berkomitmen bahwa setiap
orang yang dipidana mati harus memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum terhadap
putusan terhadap dirinya. Jaminan ini sebenarnya sudah dibakukan deRgarsan
Mahkamah Konstitusi No. 34/PLXIJ/2013 bahwa peninjauan kembali dalam perkara pidana

dapat diajukartanpa batas selama memenuhi syarat yang diatur dalam Undadgng®

% persebaran Negasblegara yang Masih Mempertahankan Hukuman Mati dalam Oliver Smith,
Mapped: The 53 places that still have the death penalty including Japa
https://www.telegraph.co.uk/travel/mapsand-graphics/countrieghat-still-havethe-death-penalty/,
diakses 10 Oktober 2018

® Gen SandeiThe Death Penalty for Drug Offences: Global Overview 20hdon, Harm Reduction
International, hm. 23

*Ibid, him. 1112

® Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PX12013



https://www.telegraph.co.uk/travel/maps-and-graphics/countries-that-still-have-the-death-penalty/

Namun sikap lain ditunjukkan oleh Kejaksa@gungdan Mahkamah Agung. Kejaksaan
Agung menilai putusan ini akan menghamipabses eksekusi mati terhadap beberapa
terpidana karena terpidana tersebut akan mengajukan peninjauan kembali untuk kedua
kalinya® Bahkan MAtidak mengindahkan putusan MK dengarengeluarkan SEMA No. 7
Tahun 2014 yang pada intinya menegaskan bahwa peomar peninjauan kembali atas
dasar ditemukannya bukti baru hanya dapat diajukan satu kali, sedangkan permohonan
peninjauan kembali dengan dasar adanya pertentangan putusan dapat diajukan lebih dari
satu kali’ hal ini jelas bertolak belakang dengan komitmen Pemerintah Indonesia secara
internasional untuk menjamin penghormatan hak atas peradilan yang adil dalam peradilan

pidana dengan putusan pidana mati.

Dualisme sikap terhadap pidana mati juga ditunjukkarm@entah Indonesia secara
internasional. Pemerintah lewat kementerian luar negeri secara terbuka menyatakan bahwa
penyelamatan warga negara Indonesia di luar negeri dari ancaman pidana mati merupakan
salah satu keberhasilan pemerintahan saat ini. Di sasil terdapat hal yang patut
dipertanyakan, pemerintah berlomba untuk membebaskan warganya dari ancaman pidana
mati di luar negeri, namun di dalam negeri tuntutan pidana mati masih terus terjadi, bahkan
dalam beberapa kesempatan pemerintah seolah mendukdigginakannya pidana mati
dengan berbagai alasan. Sebagian besar orang yang vonis hukuman mati pada 2018 pun
adalah warga negara Indonesia yang jelas juga membutuhkan perlindungan dari negara, jika
negara bisa begitu bersemangat memberikan perlindunganpldaina mati kepada orang

orang di luar negeri, mengapa di negara sendiri pemerintah justru mendukung pitaina
untuk warga negamya. Dualisme sikap ini jelas menggambarkan ketidakjelasan komitmen

Indonesia untuk mengakhiri pidan mati.

Dalam kontekgpidana mati yang sudah memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap
pun, praktik pidana mati masih menuai berbagai permasalahFenomenadeath row
menjadi satu hal yang harus diperhatikan, per Oktober 2017 tercatat terdapat 165 terpidana
mati dalam Lapas dindonesia, per 9 Oktober 2018, berdasarkan keterangan Dirjen

Pemasyarakatantercatat terdapat 219 orang terpidana miadalam seluruh Lapas di

®  Dhavid, Jaksa Agung: PK  Berkidili  Jadi Hambatan Eksekusi Mati
https://news.detik.com/berita/2769044/jaksagungpk-berkalikalrjadi-hambataneksekusi
mati?nd771106com diakses 10 Oktober 2018.

" Mahkamah AgungSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2014 tentang Pengajuan
Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidaoia 35.



https://news.detik.com/berita/2769044/jaksa-agung-pk-berkali-kali-jadi-hambatan-eksekusi-mati?nd771106com
https://news.detik.com/berita/2769044/jaksa-agung-pk-berkali-kali-jadi-hambatan-eksekusi-mati?nd771106com

Indonesia’ Hal ini menujukkan bahwa penggunaan hukuman mati masih metrjzati di
2018 dan menambah deret Pamg fenomenaleath rowyang berdampak baik secara fisik

maupun psikis dari terpidana mati di Lapas tanpa ada kepastian yang jelas.

Permasalahan lainnya terkait dengan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap
adalah mengani pemberiagrasi. Putusan MK No. 56/Pbdll/2015, MK mengisyaratkan
bahwa dalam hal mengeluarkan Keputusan Presiden mengenai grasi, Presiden terikat pada
ketentuan Pasal 11 ayat (1) UU Grasi, dimana pasal ini telah sangat jelas memerintahkan
bahwa pertimbangan yangliberikan oleh Presiden adalah pertimbangan yang Idyak.
Sehingga dalam proses pemberian grasi, pemeriksaan yang layak harus dilakukan oleh
Presiden. Namun, pada 2016 dan 2017 tercatat bahwa Presiden menolak seluruh
permohonan grasi dalam kasus narkotik@npa ada pertimbangarkhusus Hal ini
menimbulkan pertanyaanjantas dimana letak pertimbangan yang layak yang harus

dilakukan presiden tersebut?

Dari pengatar ini jelas dapat dinyatakan bahwa perjuangan penghapusan pidana mati
masih harus terus dilakan. Komitmerkomitmen yang sudah dinyatakan pemerintah baik
secara internasional maupun secara jelas telah diatur dalam Undadang dan juga
putusan Mahkamah Konstitusi tidak membuat Pemerintah berhati dalam menjatuhkan
pidana mati, tidak juga memiat pemerintah berusaha menghapus pidana mati dalam
beberapa rancangan undanumdang dan juga tidak membuat Pemerintah untuk berhati
hati memberikan pertimbangan dalam upaya mengkomutasi pidana mati terhadap-orang

orang yang sudah divonis pidana mati.

2. Pdret Hukuman Mati: Tren Tuntutan Putusandan Ekseksusi

Meskipun dalam bayanrlgayang masalah sistem peradilan yang masih belum dapat
menjamin proses hukum yang adil, namun aparat penegak hukum di Indonesia masih
melanjutkan penuntutan dan putusan hukuman m&kebagai catatan, sepanjang Januari
sampai dengan September 2017 terdapat 44 kagang melibatkan tuntutan dan putusan
pidana mati. Dalam kurun waktu tersebut, terdapat 38 tuntutan pidana mati yang

dimintakan oleh Jaksa, 27 putusan pidana mati yang dijatuhkan oleh Hakim baik dalam

8 Didapat dari keterangan jawaban surat ICJR Tanggal 5 Oktober 2018 mengenai permohonan data
jumlah terpidana mati dlam Lapas di Indonesia.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/RXWI/2015,
https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/56_PUXIII_2015.pdf, him. 37, paragraf 3.10



kondisi dituntut hukuman mati oleh Jaksa atau tidadgts 24 putusan dimana Jaksa dan

Hakim samaama menuntut dan menjatuhkan pidana mati.

Sebagai gambararberdasarkan data motaring ICJRterjadi peningkatan tuntutan dan
putusan pidana mati sampai dengan 201Beningkatan ini dianggap sebagai bagian
kampanye dari Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menyatakan sifat keras bagi
kasuskasus narkotika serta adanya beberapa serangan kasus terorisme di Indonesia yang

memacu tuntutan masa untuk menjatuhkan pidanatibagi kasu&asus terorisme.

Data ini diperoleh dari database internal ICJR yang diperbarui terakhir tanggal 9 Oktober
2018. Sumber database internal ICJR adalah data yang tercantum dalam Sistem Informasi
Penelusuran Perkara (SIPP) pada seluruh Pdagddegeri di Indonesia, website Direktori
Putusan Mahkamah Agung, dan pemberitaan oleh media jurnalistik. Durasi pengumpulan
data mulai dari Oktober 2017 hingga Oktober 2018.

Grafik 1.Perbandingan Penjatuhan Pidana Mati dengan Jenis Pidana Lai(@imber 2017-
Oktober 2018)
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*Sumber. HasilMonitoring ICJR

Sebanyak 48 orang terdakwa dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum dalam
kurun waktu setahun terakhir. Sedangkan yang akhirnya dijatuhi vonis mati oleh hakim pada

tingkat pertama hanya sebanyak 36 orang dan pada tingkat banding hanya 22 orang.
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Namun terdapat 5 orang terpidana yang sempat dijatuhi hukuman mati pada tingkat
pertama tetapi kemudian vonisnya diubah menjadi penjara seumur hidup di tingkat banding
(3 terpidana yaitu atas nam@uripto Alias Akian Ke, Ramli Jo Alias Dua Puluh Delapan Bin
Ahmad, dan Heriyanto Alias Hari Bin Lau Tidan di tingkat kasasi (1 terpidana atas nama
Eri Khusnadi Alias Eri Bin Jaisedangkan 1 terpidana sisanya diganti vonisnya menjadi
hukuman penjara selama 20 tahun pada tingkat banding, yaitu atas Addirao Kadofa

Bin Akmal Dua dari lima terdakwa tersebut yaitu atas naRemli Jadan Heriyantomasing
masing tersandung perkara narkotika dan pembunuhan di daerah Riau yang bahkan oleh
penuntut umum pun hanya dituntut penjara seumur hidup. Kemudian pada tingistsk
sejauh ini belum ada terdakwa yang dijatuhi hukuman mati, yang ada hanya vonis penjara
seumur hidup yakni terhadap 3 orang terdakwa. Kemudian dari total 36 terdakwa yang
divonis mati oleh pengadilan tingkat pertama, setidaknya terdapat 3 orang digatahui
berkewarganegaraan asing (Taiwan) yang tersangkut perkara narkotika, yakni ataglhama
Liao Guan Yu, (2) Chen Wei Cyudan(3) Hsu Yung Li.

Grafik 2.Jenis Perkara yang Dituntut dan/atau Dijatuhi Hukuman Méfktober 2017- Oktober
2018)

Jenis Perkara yang Dituntut dan/atau Dijatuhi Hukuman Mati
(Oktober 2017 Oktober 2018)
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Selanjutnya, jenis perkara yang paling banyak dijerat dengan hukuman mati adalah perkara
narkotika yakni komposisinya lebih dari 50% (24 perkara). Sedangkan posisi kedua ditempati
oleh perkara pembunuhan (17 perkareé§isanya adalah perkara terorisme (1 perkara),
pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak (1 perkara), serta pencurian yang
mengakibatkan kekerasan (3 perkara). Sehingga keseluruhan total perkara yang dituntut
dan/atau dijatuhi hukuman mati sepanjang bulant@ier 2017 hingga Oktober028 adalah

sebanyak 46 perkara.
Grafik 3.Persebaran Wilayah Tuntutan dan/atau Putusan Hukuman Mati (Oktober 200ktober
2018)
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Penuntutan dan penjatuhan hukuman mati selama setahun terakhir terjadi hanya di 3 pulau
besar di Indonesia yaitu Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Di Kalimantan hanya ditemukan
pada provinsi Kalimantan Timur, yakni sebanyak 2 perkara yang nmaasigg ditutut dan

diputus hukuman mati. Pulau Sumatera mendominasi penuntutan dan penjatuhan hukuman
mati selndonesia dengan total 24 tuntutan mati dan 22 vonis mati (tingkat pertama dan
banding) yang tersebar dalam 7 provinsi yakni Aceh, Bengkulu, Jambi, Sutdtdema
Sumatera Selatan, Riau, dan Bandar Lampung. Sedangkan penuntutan dan penjatuhan
hukuman mati di Pulau Jawa hanya mengerucut di wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, serta

Jawa Timur.

Dari grafik di atas juga terlihat tuntutan atas hukuman mati selehih tinggi atau

setidaknya sama dengan vonis mati di setiap daerah. Tuntutan paling banyak dijatuhkan di

12



DKI Jakarta dan di Riau yang terdiri dari total 5 perkara pembunuhan, 1 perkara terorisme,

dan sisanya sebanyak 13 perkara adalah perkara narkotika.

3. PerkembangarKebijakanLegislasidi Indonesia

Sepanjang Oktober 2017 sampai dengan Oktober 2018, terdapat beberapa rancangan
undangundang yang menjadi prioritas pembahasan di Indonesia. Beberapa aturan sudah
masuk ke dalam proses pembahasan di DPR il Perubahan UUTerorisme yang

kemudian menjadi URerubahan UUerorisme dan RKUHP yang masih dibahas sampai saat
ini dan Rancangan Undanmdang Penghapusan Kekerasan Seksual yang telah dibentuk
Panitia Kerja untuk pembahasan di Komisi VIII DPS&liagkan RUU Narkotikanasih

digodok di tingkat kementerian dan lembaga Pemerintah. Berikut akan dipaparkan proses

pembahasan, perumusan dan perancangan dari masiaging RUU dan UU tersebut.

3.1 UndangUndang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Und&hgdang
Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
UndangUndang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Terorisme Menjadi UndangyndangTerorisme(UU Perubahan UU Terisme)

Pada Jumat, 25 Mei 2018, DPR dan Pemeriakdiirnya resmi mengesahkan UU Perubahan

UU Terorisme. Di dalam Ulihi, terdapat4 (empaf) ketentuanyang diubah atauputaru

yang mengatur mengenai pidana mati, yaitu pasdP&sal 14 dan Pasal f&ngmerupakan

pengubahan dari Undardndang sebelumnygang juga memuat pidana matan pasal 10A

yang merupakan ketentuan baru yang disisipkAerubahan rumusan terjadi pada Pasal 6

dan Pasal 10/&Rasal 6 (perubahan) berbunyi

Pasal 6
Setiap Orang yangengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang
menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan
korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa
dan harta benda orang laj atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap
Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua

puluh) tahun, pidaa penjara seumur hidup, aigidana mati.

Sedangkan ketentuan baru yaitu pasal 10A berbunyi :
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Pasal 10A

(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memasukkan ke wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia, membuat, menerima, memperoleh, menyerahkan, uasaig
membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan,
mengangkut, menyembunyikan, atau mengeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia senjata kimia, senjata biologi, radiologi, mikroorganisme, nuklir, radicdét
komponennya, dengan maksud untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puiuh) tahun, pidana

penjara seumur hidup, atgoidana mati.

Oleh karena itu, terkait tindak g@na terorisme saat ini, pidana mati dapat dijatuhkan

terhadap tindak pidana yang memenuhi unsur pasal 6, 8, 9, 10, 10A ayat 1, 14, 15 dan 16.

Menurut Naskah Akademis, Rumusan Pasal 6 UU 15/2003 perlu diubah disebabkan sangat

multi interpretatif dan sangat elastis serta tidak jelas batadsmtasannya, sebab belum

melakukan tindak pidana terorisme sudah mendapat ancaman hukuman yang-beeestal

6 perubahan (pasal 6 UU 5/2018) akhirnya disetujui dengan catatan agar mengambil
rumusan dari RKUHP dengénl G Gy ({FEfAYFG GRSy3ary &aSy3al al ¢
rumusan. Di dalam penjelasan UU 5/2018, terkait dengan pasal 6 tersebut hanya diberikan
LISyeStlaty ol Kgl @&Fy3 RAYlI14addzR RSy3ly al12NblLYy

berjumlah banyak.

Dalamnaskah awaRUUPerubahan UWerorismeyang diusulkan oleh pemerintah, Pasal
10A mengatur mengenai tindakan yang berkaitan dengan memasukkan ke Indonesia atau
mengeluarkan dari Indonesia bahkbahan yang dengan maksud untuk melakukan tindakan
terorisme. lam Rancangan awal RUU Terorisme pasal 10A ayat 1 dirumuskan dengan
ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun,
namun, saat diundangkan ancaman pidananya ditetapkan menjadi pidana penjara paling
singkat 3 (iga) tahun dan paling lama 20 (dua puiuh) tahun, pidana penjara seumur hidup,
atau pidana mati. Hal ihwal pembahasan mengenai pidana mati dalam rumusan pasal 10A

ayat (1) ini tidak mendapatkan pembahasan. Seiring dengan pembahasan terhadap Pasal

% perbandingan Pasal lihat Lampiran
' Badan Pembinaan Hukum Nasionblaskah Akademik Perubahan Undatgndang Nomor 15
Tahun 2003BPHN, Jakarta, 2011, hal. 14
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10A, Panjanenyetujui rumusan tersebut dengan catatan terdapat penambahan penjelasan
YSYy3aSylA LISYISNIOALY a12YLRYSYyEéT daol Ky LRidGSya

yang harus disesuaikan dengan RKUHP

Terkait dengan pasal 14 dan pasal 15, di dalam penjelasan 201&Mdisebutkan bahwa

pasal 14 merupakan ketentuan yang ditujukan terhadap aktor intelektual. Dimana yang

RAYIl { adzR RSy3ary aYSYy3I3aSNI1lFye Iy G NI tFAYy Y
memberikan hadiah, uang, atau janji. Penambahan ancaman hukuman mati &bcsres

ditujukan dalam Pasal 14 mengenai tindak pidana menggerakkan terorisme.

Ketentuanpasal 15diubah dnengan mempertegas hukuman bagi perbugiarmufakatan
jahat, persiapan, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme
dihukum sama dengan perbuatan pidana selesai, sehingga dalam beberapa pasal dapat

dipidana dengan pidana mati

Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh ICJR terhadagDaiftar Inventarisasi
Masalah) bahwa banyak Fraksi yang sepakat dengan rumusan Rbg rijenggunakan
Ancaman Pidana mati yakni: FPDIP, FGolkar, FGerindra, FPKB, FPKS daed&Rikan
Fraksi lainya sepertii FPAN menyatakan perlu pendalaman. FNasdem mendorong
penghapusan pidana minimum, tidak membahas ketentuan pidana mati. Dan FHANURA
tidak berkomentar. Sedangkan FDemokrat tidak ada usalgial ini menunjukkan bahwa
banyak anggota panja masih menyetujui penggunaan ketentuan pidana mati. Selain itu
terlihat bahwa ketentuan pidana mati sama sekali tidak mendapatkan pembahasan secara
mendabm, baik dalam ketentuafasal 6,Pasall0A maupunPasal 14 serta ketentuan

lainnya yang masih menggunakan ancaman pidana mati.

Dalam catatan ICJR, penggunaan pidana mati dalam kasus terorisme kurang tepat,
mengingat bahwa penerapan pidana mati justru akan melanggengkan label pelaku terorisme
sebagai pahlawan ideologis dan merupakan sebuah kehormatan besar mati saat

menjalankan tugs yang diyakini oleh kelompoknya sebagai perbuatan ideologis. Hal ini akan

12 supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini KamiP&TA FRAKSI DI DPR RI: Melihat Usulan
FraksiFraksi Di DPR Dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemberarnitadan Aidana
Terorisme Jakarta, ICJR, 2017, hal. 47
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menimbulkan inspirasi baru bagi pelaku maupun kegiatan teror lainnya serta akan

menghambat perkembangan program deradikalisisi.

3.2 RancangarKitab UndangUndang Hukum PidanéRKUHP)

Sepanjang 2018, pembahasan mengenai pidana mati di dalam RKUHP mengalami pasang
surut. Sejak draft versi 2 Februari hingga draft pembahasan ter8kBuli 2018dengan
pembahasan terakhir Pemerintah dan DPR pada 30 Mei ZBHBHP menempatkan pita

mati sebagai pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan
dalam UndangJndang:* Pasal 109 draft RKUHP vesluli 2018nenyatakan bahwa tujuan

dari dijatuhkannya pidana mati secara alternatif sebagai upaya terakhir adalah untuk

mengayomi masyarakat.

a. Pelaksanaan Pidana Mati
Berdasarkan draft awal pembahasan di tahun 2018, draft versi 2 Februari 2018, Pasal 110
ayat (1) mayatakan bahwa pidana mati baru dapat dilaksanakan setelah permohonan grasi
bagi terpidana ditolak oleh Presiden. Hal ini dilakukan menurut penjelasan Pasal 110 ayat (1)
mengingat beratnya pidana mati dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi apabila ada
kekeliruan. Ketentuan mengenai kapan pidana mati dapat dilaksanakan ini tidak mengalami

perubahan hingga draft versi terakhir.

Bagi perempuan yang hamil atau perempuan yang sedang menyusui bayinya pelaksanaan
pidana mati dapat ditunda hingga perempuan tdyssemelahirkan dan perempuan tersebut

tidak lagi menyusui bayinya. Sedangkan bagi orang yang sakit jiwa, pelaksanaan dapat
ditunda hingga orang yang sakit jiwa tersebut sembuh. Dalam penjelasan Pasal 111 ayat (4)
dinyatakan bahwa hal tersebut dimaksudkargam pelaksanaan pidana mati tidak
mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap dua mahkluk dan menjamin hak asasi bayi
yang baru dilahirkan. Ketentuan ini juga tidak mengalami perubahan hingga draft versi

terakhir.

13 Supriyadi Widodo Eddyono, dkiCatatan Kritis Atas RUU Pemberantasan Terorisme Tahun 2016
Jakarta, ICJR, 2016, hal. 21.

! pasal 70 Draft RKUHP Versi 9 Juli 2018 menyatakan bahwa "Pidana terd&i pidana pokok; b.
pidana tambahan; dan c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan
dalam UndangJndang." dan Pasal 73 Draft RKUHP Versi 9 Juli 2018 menyatakan BRibewaa'yang
bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalBasal 70 huruf ¢ adalah pidana mati yang selalu
diancamkan secara alternatif.”
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Bagi terpidana yang memperoleh penundagelaksanaan pidana mati dengan masa
percobaan namun tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada
harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.
Ketentuan ini tidak mengalami perubahan sejak dinulkan di dalam draft tahun 2015
hingga draft pembahasan terakiemerintah dan DPRada30 Mei2018dengandraft 28

Mei 2018

b. Penundaan Pelaksanaan dengan Masa Percobaan
Konsep pidana mati di dalam RKUHP mengenal adanya penundaan dengan masa percobaan
serta adanya kemungkinan pidana mati diubah menjadi pidana penjara seumur hidup.
Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk seorang Terpidana dapat memperoleh
hak untuk menunda pelaksanaan pidana matinya. Dalam Pasal 111 ayat (1) draft versi 2
Februwari 2018, pelaksanaan pidana mati dapat ditunda dengan masa percobaan selama 10
(sepuluh) tahun jika terpidana menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk
diperbaiki atau ada alasan yang meringankalalam penjelasan ketentuan pasal ini,
disampaikan Bhwa penundaan pelaksanaan sedapat mungkin memperhatikan pula reaksi
masyarakat terhadap terpidana dan kedudukan terpidana dalam penyertaan tindak pidana
tidak terlalu penting. Ketentuan ini tidak mengalami perubahan hingga pembahasan pada 28
Mei 2018.
Pada 28 Mei 2018, Pemerintah memberikan alternatif terhadap Pasal 111, dengan
mengubah bunyi Pasal 111 ayat (1) menjadi sebagai berikut:
(1) Hakim dapat menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10
(sepuluh) tahun jika:
a. terdakwa menunjukkan rasa menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki;
atau

b.  ada alasan yang meringankan.

Selain mengusulkan perubahan terhadap narasi Pasal 111 ayat (1), Pemerintah juga
mengusulkan adanya penambahan ketentuan bahwa pidana mati dengan masa percobaan
sebagaimana dimaksud tersebharus dicantumkan dalam putusan pengadilaArtinya,
dengan altenatif rumusan dari Pemerintah ini maka seorang terpidana mati tidak secara

otomatis mendapatkan hak untuk ditunda pelaksanaan pidana matinya atas perintah

!° pasal 111 ayat (1) draft RKUHP Versi 2 Februari 2018 berbBelgiksanaan pidana mati dapat
ditunda dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun gikirpidana menujukkan rasa
menyesal dan ada harapan untuk diperbaiki; ataada alasan yang meringankan."
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peraturan perundangindangan, namun RKUHP memberikan kewenangan kepada hakim
untuk dapat memberikan gnundaan pelaksanaan pidana mati jika hakim menghendaki
untuk menjatuhkannya dan dalam putusannya hakim harus menyatakan bahwa seorang

terpidana mati diberikan penundaan dengan masa percobaan selama 10 tahun.

Pemerintah dalam pembahasan 28 Mei 2018 jugamberikan alternatif terhadap
penjelasan pasal 111. Dalam alternatif yang diberikan oleh Pemerintah disampaikan bahwa
penjatuhan pidana mati dengan masa percobaan sedapat mungkin memperhatikan pula
reaksi masyarakat terhadap terdakwa yang diungkap oleh ianedassa. Penjelasan
alternatif yang diajukan oleh Pemerintah juga mencantumkan ketentuan bahwa yang
dimaksud dengan alasan yang meringankan adalah misalnya peran terdakwa dalam

penyertaan tindak pidana yang tidak terlalu penting.

Usulan alternatif Penmentah pada pembahasan 28 Mei 2018 ini masuk ke déitrpending
issueRKUHP, yang artinya masih belum ada keputusan yang diambil mengenai hal ini dan
pembahasan mengenai ketentuan ini masih bergulir hingga saat ini. Dalam draft terbaru pun
belum ada penbahan terkait dengan syarat penjatuhan penundaan pelaksanaan pidana

mati dengan masa percobaan.

C. Tenggang/Naktu
Dalam Pasal 111 ayat (1) draft RKUHP versi 2 Februari 2018, 8 Maret 2018, 28 Mei 2018, 26
Juni 2018,hingga 9 Juli 2018lisampaikan bahwa penundaan dengan masa percobaan
dilaksanakan selama 10 (sepuluh) tahun. Tidak diketemukan dokumen yang menyebutkan
alasan kemunculan masa tunggu selama 10 (sepuluh) tahun di dalam dokumen pembahasan

RKUHP.

Mengenai penghitungan masa pebaan selama 10 (sepuluh) tahun, terdapat beberapa hal
yang perlu menjadi perhatian. Dalam ketentuan Pasal 111 ayat (2) draft RKUHP versi 2
Februari hingga9 Juli 2018 disampaikan bahwa tenggang waktu masa percobaan 10
(sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) hasetelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan
hukum yang tetap. Namun, dalam penjelasan Pasal 111 ayat (2) draft versi 2 Februari 2018
dan 28 Mei 2018, disebutkan bahwa "Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun

dihitung sejak permohonan grasialak".
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d. Perubahan Pidana yang Dijatuhkan
Dalam draft RKUHP Versi 2 Februari 2018, disampaikan bahwa jika terpidana selama masa
percobaan menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, maka pidana mati dapat diubah
menjadi pidana penjara seumur hidup dmm Keputusan Presiden setelah mendapatkan
pertimbangan Mahkamah Agung. Pada masa pembahasan di tahun 2018, tidak ada
pembicaraan lebih lanjut mengenai ketentuan ini. Sebelumnya, dalam draft awal yang ada di
tahun 2015, seorang terpidana mati yang menukprk sikap dan perbuatan yang terpuij,
pidananya dapat berubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 20
tahun. Namun, dalam perubahan yang terjadi di tahun 2018, ketentuan ini hilang dan
perubahan jenis pidana hanya dimungkinkan menjadiapa penjara seumur hidup. Hingga

draft versi 26 Juni 2018, ketentuan ini tidak mengalami perubahan kembali.

Perubahan jenis pidana dapat pula terjadi apabila seorang terpidana mati yang grasinya
ditolak namun pidana matinya tidak kunjung dilaksanakan amal 10
(sepuluh) tahun. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 112 yang berbunyi:
"Jika permohonan grasi terpidana mati ditolak dan pidana mati tidak dilaksanakan
selama 10 (sepuluh) tahisejak grasi ditolabukan karena terpidana melarikan diri
pidana mati @pat diubah menjadi pidana seumur hidup dengan Keputusan
Presider
Ketentuan ini tidak mengalami perubahan sejak dimunculkan di tahun 2015 dan tidak
dibahas sepanjang tahun 2018. Dalam penjelasan Pasal 112 draft RKUHP versi 28 Mei 2018,
dijelaskan bahwadtentuan ini mempunyai pemikiran yang sama dengan ketentuan Pasal 86
mengenai pidana pengawasan. Sayangnya, masih digunakannya kata "dapat" berarti
Presiden tidak "wajib" secara otomatis mengubah pidana yang dijatuhkan kepada terpidana
mati yang grasinyaitblak namun tidak kunjung dieksekusi hingga 10 (sepuluh) tahun sejak

pengajuan grasinya ditolak.

3.3 Rancangan UndandJndang Penghapusan Kekerasan Seksual

Pada tahun 2017 Badan Legislasi (Baleg) DPR berhasil merampungkan penyusunan naskah
Rancangan Undangndang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Atas hal tersebut,
lantas DPR mengajukan RUU sebagai RUU yang diusulkan oleh DPR dengan tindak lanjut
mengrimkannya kepada Pemerintah pada 6 April 2017 melalui surat dengan nomor
LG/06211/DPR RI/IV/2017.
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Menanggapi terbitnya surat ini, maka pada 2 Juni 2017 Presiden Joko Widodo menerbitkan
surat dengan nomor R.25/Pres.06/2017 yang menugaskan Menteri Penyaama
Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri dalam
Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Menteri
Hukum dan HAM untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang
undang Penigapusan Kekerasan Seksual. Tanggapan atas terbitnya surat presiden tersebut
dilakukan dengan rampungnya Daftar Inventarisasi Masalah RUU PKS pada 24 Mei 2017.
Dari ketentuan pidana DIM versi Pemerintah termuat pidana mati sebagai hukuman bagi

tindak pidangpenyiksaan seksual, yang diatur dalam ketentuan Pasal 48.

Ancaman Hukuman Mati dalam Tindak Pidana Penyiksaan Seksual dalam DIM Pemerintah
Bab XlI Ketentuan Pidana
Pasal 48

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2)
huruf d;° dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun paling lama 15
tahun

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
orang tua, wali, orangporang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh
anak, pendidik, tenga kependidikan, aparat atau petugas yang menangani
perempuan dan anak, pejabat publik atau dilakukan oleh lebih dari satu orang
secara bersamsama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman
pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

(3) Selain teradap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3
(sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah
dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48 atau melakukan tindak pidana lain secaradaanaan

(4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mengakibatkan
korban meninggal dunia akibat penyiksaan yang kejam atau tidak manusiawi,

pelaku dipidana mati,seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun

® pasal 5 ayat (1) RUU Penghapusan Kekerasan Seksual berbunyi: "Setiap orang dilarang melakukan
kekerasan seksual" dan Pasal 5 ayat (2) huruf d RUU PenghapusaaskekSeksual berbunyi:
"Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari penyiksaan seksual." Definisi
penyiksaan seksual dapat ditemukan dalam Pasal 9 yang menyatakan bahwa "Perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hurbérdpa perbuatan hubungan seksual yang
didahului atau disertai dengan menyiksa korban."
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Dalam DIM Pemeriah tersebut dalam ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang tidak
dijelaskan secara jelas apa yang dimaksud dengan penyiksan seksual, tidak ada pula dalam
penjelasan metodenetode seperti apa yang digunakan dalam hal penyiksaan. Tidak ada
penjelasan yangelas mengenai unstunsur penyiksaan yang dimaksud dalam pasal ini,

KIyel RA&S0dzilly GLISNbdzr Gy Kdzodzy3aly aSiadz
YSyeAalal {12Nblyé LIRFIKFIET RSFTAYAAA alLISyeAalall ys
menganiaya secarasfk maupun mental yang dilakukan dalam rangka mendapatkan
informasi, pengakuan dalam rangka penyidikan yang dilakukan oleh pejabat negara,
sedangkan penjelasan ini sama sekali tidak ditemkan dalam DIM RUU PKS versi pemerintah
tersebut. Terlebih lagi Indoséa sampai dengan saat ini belum secara spesifik mengatur
kriminalisasi tindakan penyiksaan, sehingga tidak ada ketentuan spesifik yang dapat dirujuk

dalam hukum nasional. Jika memang ada potensi pengaturan pidana mati pada tindak

pidana penyiksaan seksuaiaka perlu dijelaskan terlebih dahulu penyiksaan itu sendiri

secara jelas dan perlu digali kembali apa alasan pemerintah mencantumkan hukuman mati

sebagai hukuman bagi penyisaan seksual.

Pada 11 September 2017, pemerintah melalui Kementerian Pembenmi@®@@mpuan dan
Perlindungan Anak (KPPPA) dan Komisi VIII DPR mulai membahas RUU Penghapusan
Kekerasan Seksual. Dalam rapat ini juga dibentuk Panja pembahasan RUU Penghapusan
Kekerasan Seksual. Dalam prosesnya, telah terfadkali rapat pembahasan RUU
Perghapusan kekerasan seksual sampai dengan September 2018, dalam 5 kali rapa
tersebut belum ada pembahasan mengenai pidana mati dalam rancangan UU Penghapusan

Kekerasan Seksual.

Tabel 1. Jadwal Pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

1.| 11 SeptembeR017 | Pembentukan Panja RUU Penghapusan Kekerasan Sekst
Raker dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak

2.| 23 Januari 2018 RDPU Panja RUU PKS dengan Komnas Perempuan d
membahas RUU PKS

3. | 29 Januari 2018 RDPU Panja RUUKS mengundang Prof. Euis Sunarti (Pi
Ketahanan Keluarga IPB), Prof Chaerul Huda (Pakar Pide
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UMJ), Prof Topo Santoso (Pakar Pidana FHUI).
4. | 31 Januari 2018 RDPU Panja RUU PKS mengundamgas Muhammadiyah
PBNU, AILA (Aliansi GirKeluarga), PWKI (Persatuan War

Kristen Indonesia) dan Wanita Hindhu Dharma Indonesia.

5. | 3 Oktober 2018 RDPU Panja RUU PKS mengundang ormas keagamaan
Ulama Indonesia (MUI), Persatuan Gereja Indonesia (
Walubi (Perwakilan Umat Buddihadonesia) dan

KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia)

3.4 Rancangan Undantndang Narkotika

ICJR mendapatkan draft terakhir RUU Narkotika pada Agustus 2018 melalui Ditien HAM
Kemenkumham RI. Draft ini merupakan hasil pembahasan pada April 2018 di tingkat
kementerian dan lembaga negara. Dalam draft yang dimaksud, tidak satupun pasal yang
mengatur mengenai hukuman mati diubah oleh tim perumus, hal ini senada dengan tidak

adanya penambahan pagailana yang memuat hukuman mati.

Meskipun sebagai anggota PBB daegara pihak dalam ICCCPR, Indonesia masih
memberlakukan hukumamati yang tidak memenuhi standar sebagaimana diatur dalam
ICCPRLebih jauh,menurutinternational Narcotics Control BoaftNCB), sebuah lembaga
independen sebagai lembaga yang melakukan monitoring terhadap implemé&otasensi
konvensi internasional terkait narkotikaeminta negarenegara untuktidak menggunakan
hukuman mati bagi kasdesus narkotikda® Draft RUU Narkotikayang meskipun masih
dibahas di tingkat kementerian dan lembaga negara, namun dapat dilihat Indanasih
akan menggunakan pidana mati bagi kadwsus yang tidak memenuhi standar

Internasional dan HAM yang telah diratifikasi.

" RUU Narkotika versi 13 April 2018, Direktorat Dirjen HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI
'® INCB,INCB President urges Member States at 60th session of CommissioncoticNRrugs to
implement gendesensitive drug policies and ensure proportional responses terdtatgd offences
Siaran Pers, Maret 2017.
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4. Posisi Indonesia ddunia Internasional Dualisme Sikap terhadap

Hukuman Mati

Pada awal Januari 2018, Kementerian Luar Ngeri Indonesia melakukan kegiatan Pameran
Capaian 3 Tahun Kemlu di Jakarta. Kementerian Luar Negeri Indonesia memaparkan bahwa
salah satu capaiannya adalatengenai perlindungan warga negara di luar negeri. Salah satu
bentuk perlindugan tersebut adalah mengenai pembebasan atau penyelamatan warga

negara Indonesia dari ancaman pidana mati di luar negeri.

Berdasarkan keterangan terakhir yang dapat dihimpuiir|Gampai dengan Maret 2018,
Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian
Luar Negeri Rl menyatakan sepanjang tahun 2011 sampai 2018, ada 583 orang yang divonis
hukuman mat?®. Dari jumlah tersebut, 392 orang berhagibebaskaf’. Berdasarkan data
Migrant Care, sampai dengan Oktober 2018 ada 166 orang Pekerja Migran Indonesia yang

terancam pidana mati di luar negéti.

Sampai dengan Oktober 2018, pihak Kemeterian Luar Negeri terus berusaha melakukan
upaya penyelamatan arga negara dari pidana mati di luar negeri. Pada Kamis, 4 Oktober
lalu, pihak Kedutaan Besar Riyadh diketahui berhasil menyelamatkan satu lagi warga negara
Indonesia dari pidana mafj atas hal ini, Duta Besar Rl untuk Arab Saudi Agus Maftuh
Abegebriel mayambut kedatangan warga negara yang diselamatkan tersebut dan
memberikan ucapan selamat. Pihak Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan besar mencatat

hal tersebut sebagai sebuah keberhasilan.

Dalam perspektif hak asasi manusia, tentu saja hal tersebut harus diapresiasi. Membebaskan
seseorang dari ancaman pidana mati tentu saja bukanlah pekerjaan mudah, terlebih dalam
perspektif negara hal itu dilakukan untuk melindungi warga negara sendiriulNacapaian

penting keberhasilan Kemlu ini nampaknya dilakukan secara diskriminatif hanya bagi WNI di

luar negeri dalam konteks kerj@erja diplomatik. Sedangkan semangat meminimalisir

¥ Tanpa nama, 188  WNI di Luar  Negeri  Terancam Hukuman Mati

https://www.viva.co.id/berita/dunia/1018096188-wni-di-luar-negeriterancamhukumanmati,
diakses pada 9 Oktober 2018

%% bid.

21Migrant CareWNI (TKI) Terancam Hukuman Mateterangan Pers, 9 Oktober 2018.

2 Marcheilla AriestayNI Kembali Diselamatkddari Hukuman Mati,
http://internasional.metrotvnews.com/dunia/VNx78Rdhi-kembalidiselamatkardari-hukumar
mati, diakses pada 9 Oktober 2018
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penggunaan pidana mati di negara sendiri jauh dari harapan. Padahaj-anang yang

diancam dengan pidana mati di negara sendiri juga merupakan warga negara Indonesia.

Sepanjang Pemerintahan Presiden Joko Widodo, telah dilakukan 3 (tiga) kali gelombang
eksekusi mati, yaitu dua gelombang eksekusi pada 2015 dan satu leduskdi 2016. Dari

tiga kali gelombang eksekusi itu, Pemerintah telah memasukkan 29 nama dalam daftar
terpidana yang akan eksekusi mati, 18 orang diantaranya telah dieksekusi mati dan sisinya
masih menunggu giliran eksekusi di depan regu tembak. Daria@tarntu, ada 6 (enam)
orang yang merupakan warga negara Indonesia. Dari total 6 (enam) orang WNI yang masuk
daftar dieksekusi mati, 3 (tiga) orang dieksekusi mati yaitu Rani Andriani alias Melisa Aprillia,

Zainal Abidin dan Freddy Budiman.

Fakta itu belumditambah dari jumlah terpidana mati yang berada dalam masa tunggu
eksekusi mati di Lapas di Indonesia. Berdasarkan data Ditien PAS Kemenkumham per
Oktober 2017, terdapat 165 terpidana mati yang tersebar di Lapgss di seluruh
Indonesia. Dari angka itu11l terpidana mati berkebangsaan Indonesia. Khusus untuk
terpidana kasus narkotika, Presiden Joko Widodo telah secara jelas menyatakan akan
menolak seluruh permohonan grasi yang diajukan. Artinya, apabila tidak ada perubahan dari
sisi judisial, maka tergana mati kasus narkotika, sekalipun berwarga negara Indonesia tidak

akan diberi kesempatan hidup oleh Presiden.

Berbeda dengan usaha yang dilakukan pemerintah bagi warga negara di luar negeri. Apabila
melihat penekanan tegas dari pemerintah untuk melindi WNI di mana pun berada, maka
terlihat bahwa terdapat dualism sikap ketika Pemerintah malah melakukan eksekusi mati di
dalam negeri. Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa menyelamatkan nyawa warga negara
masih sebatas dalam capaian diplomatik, bukan pg@wantahan pembukaan UUD 1945
yaitu membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Untuk itu, disamping secara tulus mengapresiasi Kegjga Kemlu dalam menyelamatkan

WNI yang dincam pidana mati di luar negeri, Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga
perlu untuk konsisten tanpa diskriminasi dalam melindungi seluruh warga negara Indonesia.
Bahwa menjadi penting menolak praktik hukuman mati di seluruh dunia, terlebih di dalam

negerisendiri. Pemerintah harus mampu menunjukkan bahwa menyematkan warga negara
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dan menjamin hak untuk hidup dari setiap warga negara adalah salah satu kewajiban utama

Negara.

5. Masalah Masa Tungguefpidana Mati di Indonesia

5.1 Terpidana mati dalanMasatunggudi Lapas
Berdasarkan data dari Dirjen PAS per tanggal 9 Oktober?@di@lapat 219 terpidaa mati
di Lapas di seluruh Indonesiang menunggu eksekusi matingka ini meningkat tajam dari

data 2017 yang berjumlah 165 terpidana nféti.

Grafik 4 JenisJenis Perkara Terpidana Hukuman Mati
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*Sumber: Diolah ICJR berdasarkan Data Ditjen Pemasyarakatan (9 Oktober 2018)

Dari data yang berhasil diolah oleh ICJR, per Oktober 2018, kasus terpidana mati di
Indonesia didominasi oleh kasus Narkotika dan Psikotropika yang berjumlah 120 orang.
Khusus untuk kasus Narkotika berjumlah 112 orang dan Psikotropika berjumlah 8 orang
terpidana mati. Sebagai pembanding, pada Oktober 2017, terpidana mati untuk kasus

Narkotika dan Psikotropika total berjumlah 75 orang.

% 0p. Cit. keterangan jawaban surat ICJR Tanggal 5 Oktober 2018
# |CJR,Menyiasati Eksekusi dalam Ketidakpastiavielihat Kebijakan Hukuman Mati 2017 di
IndonesiaJakarta, ICJR, 2017, him. 7.
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Kenaikan angka ini bisa jadi dikarenakan meningkatpgadangan perang terhadap
narkotika yang digalakkan oleh Pemerintakasus Pembenuhan yang ditakiamun
sebelumnya mendominasi kasus terpidana mati di dalam Lapasdadi urutan kedua
dengan total 86 kasus satu diantaranya dijatuhkan pada pelaku yang melakukan

pembunuharterhadapAnak.

Grafik 5 Persebaran Usiderpidana Hukuman Mati
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*Sumber: Diolah ICJR berdasarkan Data Ditjen Pemasyarakatan (9 Oktober 2018)

Berdasarkan datausia terpidana mati m@ritas berada di usia produktif. 43 terpidana mati
berada di usia 22 sampai 30 tahun. 59 terpidana mati bedidssia 31 sampai dengan 40
tahun. Lalu angka usia tertinggi berada dalam rentasig41 sampai dengan 50 tahun, yaitu
dengan 71 orang. Hal menarik yang dapat dilihat adalah terdapat 1 (satu) orang terpidana

mati yang masih berada dalam usengat mudayaitu di rentang 181 tahun.

Grafik 6 Komposisi Jenis Kelamin
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*Sumber:Diolah ICJR berdasarkan Data Ditjen Pemasyarakatan (9 Oktober 2018)
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Grafik 7 Data Terpidana Mati Perempuan Berdasarkan Tindak Pidana

Data Terpidana Mati Perempuan Berdasarkar
Tindak Pidana
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*Sumber:Diolah ICJRerdasarkan Data Ditjen Pemasyarakatan (9 Oktober 2018)

Berdasarkardata jenis kelaminmayoritas terpidana mati berjenis kelamin l&ki dengan
jumlah mencapa®5%dari total, perempuan yang dijatuhi pidana mati dalam Lapas tercatat
sebesar 3%Dalam konteks perempuayang terkena pidana mati, dari 7 orang yang dijatuhi
pidana mati, 4 kasus merupakan kasus narkotika, lalu 3 kasus lainnya adalah kasus
pembunuhanDengan begituNarkotika masih mendominasi kasus perempuan yang dijatuhi

pidana matidi indonesia

Grafik 8 Kewarganegaraan Terpidana Hukuman Mati
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*Sumber: Diolah ICJR berdasarkan Data Ditjen Pemasyarakatan (9 Oktober 2018)

27



Dari segi kewarganegarag?WW/NI menjadi yang terbanyak menjadi terpidana mati yang saat
ini berada di dalam Lapas. Tercatat, 159 terpidana mati adalah Warga Negara Indonesia

(WNI).Untuk Warga Negara Asing (WNA) terdapat 60 terpidana mati.

WNA yang dijatuhi pidana mati di Indonesia berasal dari hampir seluruh penjuru dunia. Dari
sebaran itu,terpidana mati yandoerasal dari negaraegara di Benua Asismendominasi
denganjumlahmencapaié7 orang. Negara terbanyak berikutnya berasal dagaa-negara

di benua afrika dengan total berjumla® orang.Dari Eropa terdapat 3 terpidana mati,

sedangkan Benua Amerika diwakili oleh Amerika Serikat dengan 1 (satu) terpidana mati.

Grafik 9 Sebaran Benua Asal WNA Terpidana Mati
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*Sumber: Diolah ICHerdasarkan Data Ditjen Pemasyarakatan (9 Oktober 2018)

5.2 Pidana Berganda dan Komutasi Hukuman Mati
Pemerintahan Presiden Joko Widodo merekomendasi mekanisme komutasi hukuman dari
pidana mati menjadi pidana seumur untuk terpidana mati apabila tidake#tdekusi selama
10 tahun lewat Rancangan Kitab Undamglang Hukum Pidana (RKUHP). Apabila serius
dengan komitmen ini, Presiden harus segera putuskan komutasi hukuman bagi 43 terpidana

mati.

Komutasi hukuman mati memang menjadi rekomendasi logis yangs ldipertimbangkan
Pemerintah,mengingat para terpidana magiada dasarnydelah menjadi dua jenis pidana,

yaitu pidana penjaraalam waktu tertentudan pidana mati.

Di sisi lain, Pemerintah Presiden Joko Widodo lewat Tim perumus RKUHP menghadirkan
GLYRZ2NIY gt &¢é LARFYLF YFIGA REEFY whkyOlry3atry Y! It

dijatunkan secara alternatif sebagai upaya terakhir untuk mengayomi masyarakat. Dengan
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mekanisme ini Pemerintah merekomendasi bahwa pidana mati dapat diubah lewat
keputusan presien jika selama 10 tahun terpidana mati menunjukkan sikap dan perbuatan
terpuji. Pidana mati juga secara otomatis diubah oleh keputusan presiden jika 10 tahun sejak

grasi ditolak tidak dilakukan eksekusi.

Berdasarkan data yang diolah ICJR dari Dirjen Bymakatanapabila mengunakan data
sampai dengan Oktober 201dntuk melihat lamanya masa tunggu danulai dijatuhi
pidana, terdapat 165 terpidana mati dalam masa tunggu eksekusi tanpa kepa$tem.
Oktober 20T saja terdapat 43 terpidana mati yangtelah menjalani masa pidana di
pemasyarakatan selama lebih dari 10 tahDari angka itu30 Terpidana mati telah menjadi
masa pidana selama 415 tahun, 10 terpidana mati telah menjadi masa pidana selama 16
20 tahun, 1 orang selama 2b tahun. Bahkan telapat 1 terpidana mati yang telah divonis

pidana mati selama 35 tahun 3 bulan mencapai usia 80 tahun di dalam pemasyarakatan.

Perlu diingat,Pelapor Khusus PBB tentang Penyiksaan pada, 2Digh Mendezielah

YSyel GF{ly oFKgl FSyekd3y LIARYWa| VYismiBeAtdk RS a K al
perlakuan tidak mausiawi yang melanggatonvensMenentangPenyiksaaman Perlakuan

atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat M@nusia.

Indonesia merupakan negara pihak konvensi im ttsdah meratifikasi konvensi ini lewat UU

No 5 tahun 1998 pada 28 September 1998. Indonesia telah berkomitmen untuk mengambil
langkahlangkah legislatif, administrasi, hukum atau langlkaigkah efektif lainnya untuk

mencegah perlakuan atau hukuman laiang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan

martabat manusia, termasuk di dalamnya masa tunggu eksekusi pidana mati.

Selain itu, lewatiniversal periodic reviePR) pada Mei 2017, Indonesia menerima 2
rekomendasi terkait dengan pidana mati, yaitu:
1. to consider establishing a moratorium on executiamstuk mempertimbangkan
moratorium pelaksanaan eksekusi hukuman mati
2. to ensure the right to a fair trial and the right to appeal for persons sentenced to
death/ untuk memastikan hak atas peradilan yang adih hak untuk mengajukan

pengujian hukuman bagi terpidana mati

% |SHRSpecial Rapporteur says death penalty may amount to torture or cruel, inhuman or degrading
treatment, diakses pada http://www.ishr.ch/news/speciapporteursaysdeath-penaltymay-
amounttorture-or-cruekinhumanor-degrading
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Dalam pandangan ICJR, tidak ada alasan bagi Pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk
melaksanakan eksekusi pidana mati. Jika benar ide untuk mengatur pidana mati sebagai

pidana alternatif dengd 2 f Iy dGaLYyR2ySaiAly gl&¢ YIF{lIZ tNB3
mengeluarkan Keputusan Presiden untuk mengubah hukuman bagi 43 terpidana mati

dengan masa tunggu diatas 10 tahun. Fenomadseth rowdengan ketidakpastian telah

menghasilkan pelanggaran Halsasi Manusia lanjutan bagi terpidana mati, menimbulkan

trauma psikis terpidana mati dan penurunan kualitas kesehatan terpidana mati.

6. RekamJejak Pernyataan Negara Soal Hukuman Mati

7 Februari 2018

"Sekarang hampir 6 juta anaak usia produktif yangadi korban penyalahgunaan
narkoba. Sementara saya sampaikan bahwa pelaksanaan hukuman mati bukannya
menyenangkan, tapi harus dilakukan untuk menyelamatkan bangsdXiteBudi Waseso,

Kepala Badan Narkotika Nasional 2@18.8

21 Februari 2018
"Eksekusmati sangat penting. Sebab, sesuai fakta di lapangan dari temuan Badan Narkotika
Nasional (BNN), sekitar 75 persen peredaran narkoba dilakukan dari balik penjara. tetapi
masih banyak masalah lain yang juga penting, seperti perbaikan ekonomi, menata"politi

-H.M Prasetyo, Jakgsgung

18 Maret 2018

"Upaya yang dilakukan pemerintah itu sudah extraordinary, mulai dari langkah advokasi
hingga pendampingan hukum, dengan menggunakan semua jalur itu sudah dilakukan sejak
tahun 2008 sampai dengan 2018 iRiadaprinsipnya, pemerintah akan terus melakukan
langkahlangkah terbaik yang diperlukan untuk membantu membebaskan atau meringankan
K dz] dzY I y *-$l&hB Dhiak¥igMenteri Ketenagakerjaan RI

® Haris Fadhil, BuwasHebatnya Indonesia, Hukuman Mati tapi Orangnya Tak M,
https://news.detik.com/berita/d3855598/buwashebatnyaindonesiahukumanmati-tapi-orangnya
tak-mati-mati, diakes pada 7 Oktober 2018.

Liputan6.com, Jaksa Agung: Hukuman Mati Penting, tapi...,
https://www.liputan6.com/news/read/3308630/jaksagunghukumanmati-penting
tapi?source=search, diakses pada 9 Oktober 2018.

%M Nur Huda,Sudah Extraordinary, UpayRemerintah Indonesia Mencegah Eksekusi Mati TKI di
Saudi, http://jateng.tribunnews.com/2018/03/21/sudakextraordinaryupayapemerintahindonesia
mencegakeksekusimati-tki-di-saudj diakses pada 9 Oktober 2018.
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http://jateng.tribunnews.com/2018/03/21/sudah-extraordinary-upaya-pemerintah-indonesia-mencegah-eksekusi-mati-tki-di-saudi
http://jateng.tribunnews.com/2018/03/21/sudah-extraordinary-upaya-pemerintah-indonesia-mencegah-eksekusi-mati-tki-di-saudi

20 Maret 2018
"Kita juga harus memahami hukum yang berlaku djame lain. Sama juga kita harapkan
orang memahami hukum di Indonesia yang dihukum mati karena narkoba berapa orang. Kita
tentu sangat serius dan prihatin, berduka cita atas hal itu. Pemerintah sudah berusaha, tapi
kita tentu memahami kalau orang bersaldferlaku hukum setempat® Jusuf Kalla, Wakil

Presiden RI

28 Maret 2018
"Sejauh hukum positif kita masih menyatakan hukuman mati masih berlaku, ya kita tidak
ada pilihan lain untuk tidak harus melaksanakan (eksekusi mati) ketika memang seluruh

aspeknyaerpenuhi,” - M. Prasetyo, Jaksa Agung

5 April 2018
"Lambatnya proses eksekusi mati tak memberikan efek gentar terhadap para bandar
ataupun penyelundup narkoba. Bagi mereka yang sudah divonis hukuman mati, akan kita

minta segera dieksekudt- Bambang Soesatyo, Ketua DPR

18 September 2018
"Koruptor harus dihukum matf® - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera,

Hidayat Nur Wahid

27 September 2018
"Berharap eksekusi mati terpidana narkoba segera mendapatkan kepagiguastian
eksekusi mati diharapkan dapat memberikan efek jera yang nyata pada para pefgedar"

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal Heru Winarko

2 priska Sari Pratiwi,Eksekusi Mati TKI, Jusuf Kalla Minta Hukum Saudi Dihormati,

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180320165882-284499/eksekusmati-tki-jusufkalla
minta-hukumsaudidihormati, diakses pada 9 Oktober 2018.
% Gibran Maulana Ibrahimjaksa Agung soal Hukuman Mati: Sebenarnya Tinggal Tembak, tapi...,
https://news.detik.com/berita/d3941287/jakseagungsoathukumanmati-sebenarnyainggat
tembaktapi, diakses pada 7 Oktober 2018.
3 Ahmad Sabran, RUU Narkotika Percepat Hukuman Mati Bandar,
http://wartakota.tribunnews.com/2018/04/06/ruunarkotikapercepathukumanmati-bandar,
diakses pada 7 Oktober 2018.

Tim VIVA, PKS: Sejak Dulu Kami Setuju Hukuman Mati,
https://www.viva.co.id/berita/nasional/1075866kssejakdulu-kamisetuj-hukumanimati-untuk-
koruptor, diakses pada 7 Oktober 2018.
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28 September 2018
"Jelas, efeknya (eksekusi mati) sangat signifikan. Besar sekali eféknyajyjen Pol Eko

Daniyanto, Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri

3 Oktober 2018
"Tindakan tegas yang dilakukan Polri sampai dengan hukuman mati tidak beri efék-jera"

Cahyo Budi Siswanto, Kabag Mitra Ro Peribidsumas Polri

Dari rentean pernyataan yang dikeluarkan oleh pejabat negara dan tokoh politik
menunjukkan bahwa hukuman mati masih menjadi bagian dari kebijakan yang diambil oleh
negara. Dalam pernyataan yang tercatat, isu yang diangkat adalah isu hukuman mati untuk
narkotika dan koupsi, dua tindak pidana yang sarsama tidak memenuhi standar
penjatuhan pidana mati sebagaimana disebut dalam ICCPR yang telah diratifikasi oleh

Indonesia pada 2005.

Isu korupsi dan narkotika memang menjadi fokus dari pemerintah, ketidakmampuan negara
untuk menanggulangi korupsi dan narkotika menjadikan hukuman mati sebagai cara untuk
mempertahankan pendapat positif dari masyarakat luas. Perdebatan mengenai efek jera
justru muncul dari pernyataan dari Cahyo Budi Siswanto, Kabag Mitra Ropenmas Divhumas
Pdri Polri, yang menyatakan tidak ada efek jera dari hukuman mati terhadap kasus

narkotika®

% Arif Satrio Nugrbo, Polri Klaim Eksekusi Mati Mampu Tekan Kasus Narkoba,
https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/09/28/pfreu040Polri-klaim-eksekusimati-
mamputekankasusnarkoba, diakses pada 9 Oktober 2018.

% |dham Anhari, Eksekusi Mati Terpidana Bampak Signifikan Tekan Peredaran Narkoba,
https://hukum.rmol.co/read/2018/09/28/359526/Eksekudilati-TerpidanaBerdampakSignifikan

TekanPeredararNarkoba, diakses pada 9 Oktober 2018.
35

Hesma Eryani, Indonesia Darurat Narkoba, Bagaimana Mengatasinya?,
http://www.lampost.co/berita-indonesiadaruratnarkobabagaimanamengatasinya.html, diakses
pada 9 Oktober 2018.

* Ibid
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7. Rekomendasi

Terkait kebijakan hukuman mati 2018 di Indoneisa, maka ICJR merekomendasikan beberapa

hal yakni:

1. Meminta Presiden Joko Widodo segera melakukan evalterkiadap penerapan
hukuman mati di Indonesia, dengan masih terjadinya banyak masalah dalam peradilan
pidana, maka moratorium penuntutan hukuman mati layak untuk dilakukan.

2. Kembali meminta MA segera mencabut SEMA 7 Tahun 2014 yang berdampak pada
terbatasnya hak konstitusional terpidana mati untuk mengajukan PK. Serta meminta
MA untuk mengevaluasi SEMA 1 Tahun 2012 yang telah membatasi akses terpidana
mati untuk mengajukan PK. Sejalan dengan permintaan untuk melakukan moratorium
penuntutan hukuman mati, makeami meminta MA untuk juga melakukan moratorium
penjatuhan pidana mati.

3. Meminta Presiden Joko Widodo untuk tidalemerintahkaneksekusi mati, khususnya
karena ada kemungkinan penerapan mekanisme baru dibawah Rancangan KUHP,
sehinggahal ini memastikan adgya komitmen dari pemerintah untuk memoderasi
hukuman mati.Sejalan dengan itu, maka terhadap narapidana yang sudah menjalani
masa tunggu lebih dari 10 tahun harus dikomutasi/diubah hukumannya menjadi
penjara seumur hidup atau penjara waktu tertentu seswd@ngan komitmen
Pemerintah dalam Rancangan KUHP.

4. Kembali meminta Pemerintah, berdasarkan fakta masih terjadinya pelanggaran HAM,
untuk membentuk tim independen yang melakukan eksaminasi dan review terhadap
putusanputusan terpidana mati untuk melihabdanya potensi unfair trial dan
kesalahan dalam menjatuhkan pidana mati

5. Sebagai bagian dari komitmen negara dalam menyelamatkan warga negara Indonesia
yang terancam pidana mati di luar negeri, maka kami meminta Presiden Joko Widodo

untuk ikut mengkampanyei penghapusan pidana mati di seluruh dunia.
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Profil Penyusun

Erasmus A.T. Napitupujusaat ini berkarya sebagai Peneliti di ICIJR. Aktif dalam advokasi
beberapa peraturan perundaagndangan dan isu hukum nasional, diantaranya Rancangan
KUHAP dan RancangUHP. Sebelumnya pernah melakukan penelitian dengan ICJR terkait
isu narkotika dalam putusan pengadilan anak (2013) dan penerapan kebijakan narkotik bagi

pengguna dalam putusan Mahkamah Agung (2013).

Genoveva Alicia KS Maya, lulusan Fakultas Hukutdniversitas Gadjah Madaempat
berkarya sebagai volunteer di Rifka Annisa Women Crisis C¥ntprakarta, dan saat ini

berkarya di ICJR sebagai researcher.

Iftitahsari, menempuh pendidikan sarjana hukum dari Universitas Gadjah Mada, kemudian
menyelesaika pendidikan master di Universitas Leiden, Belanda, saat ini berkarya sebagai
peneliti di ICJR.

Maidina Rahmawatijulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2016 yang saat ini
berkarya sebagai Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Sejak Mei 2016 aktif
dalam advokasi beberapa peraturan perundamgdangan terkait dengan kekerasan seksual

dan peradilan pidana yang adil bagi perempuan.

Sustira Dirgalulusan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang saat ini berkarya sebagai
Peneliti di Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). Tercatat sebagai anggota Wanadri dan
sempat mengikuti Karyhatihan Bantuan Hukum (KALABAHU) LBH Bandung 2014. Saat ini

sedang aktif dalam beberapa penelitian yang dilakukan ICJR.
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Profil ICJR

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen
yang memfokuskan dipada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana,
dan reformasi hkum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah
mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke agaty\ydemokratis. Di masa lalu
hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan
yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saathya
orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekaa itu dirubah ke arah
penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi
manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan
peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka meajvab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan
sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu grand design bagi reformasi sistem
peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan
pidana seperti diketali menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka
membangun the Rule of Law, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab
demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep
the Rule of Law. Reformasi sistenrgdilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak
FalkaAa Yl ydzaAl RSy3aly RSYALTALY YSNYzLI {|Y
pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

LangkaHangkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem paragiidana agar
menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat
dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil
prakarsa mendukung langkahlangkah tersebut. Memberi dukungarandakonteks
membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun

budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.
Sekretariat: JI. Attahiriyah No. 29 Pejaten Barat, Pasar

Minggu, Jakarta Selan ¢ 12510 Phone/Fax : 0217981190

Email : infoicjr@icjr.or.id
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